RINGKASAN LEGAL ANNOTATION

PROSES PERADILAN MUCHDI Pr ATAS KASUS PEMBUNUHAN MUNIR: PENEGAK HUKUM SALAH MENERAPKAN HUKUM

Oleh: Zulkarnain, SH. MH. 

(Ketua Bagian Pidana FH Univ. Widyagama Malang)

Pendahuluan
1. Legal anotation ini hanya sebatas mengkaji sisi extra yudisial yang hanya berpihak pada terwujudnya penegakan hukum yang bisa mewujudkan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua orang.
2. Kontroversi kasus pembunuhan munir bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama, aspek peristiwa. Kontroversi yang timbul dari aspek ini adalah mengenai penyebab dan kronologis, serta TKP meninggalnya Munir; Kedua, aspek pelaku. Kontroversi dari aspek ini jelas menimbulkan berbagai spekulasi dan konklusi faktual yang mengherankan banyak orang; Keiiga, aspek penegakan hukum. Kontroversi dari aspek ini dapat disaksikan dalam pemeriksaan Muchdi Pr di PN Jakarta Selatan yang memperlihatkan banyak kejanggalan dan praktek peradilan yang tidak logis.  

Tentang Surat Dakwaan
3. Kedudukan surat dakwaan menempati posisi yang sangat penting. Karena surat dakwaan memiliki 2 (dua) segi, yaitu segi positif dan segi negatif (Zulkarnain, 2006: 89). Segi positifnya bahwa keseluruhan isi surat dakwaan yang terbukti di persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya, dan segi negatifnya bahwa bahwa apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat ditemukan kembali dalam surat dakwaan.
4. Yahya Harahap (1988:415) menyatakan bahwa putusan perkara pidana dalam teori maupun praktek sangat bergantung pada surat dakwaan, oleh karena surat dakwaan merupakan landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka persidangan, dan kemudian menjadi landasan bagi hakim dalam menyusun pertimbangan hukum dan putusan. Selain itu, dalam yurisprudensi MA RI No. 68K/KR/1973, 16 Desember 1976 menyatakan bahwa “putusan hakim wajib mendasarkan pada rumusan surat dakwaan.”.
5. Surat dakwaan memegang peranan yang penting di dalam proses persidangan. Hal demikian disebabkan berdasarkan surat dakwaan tersebut hakim memberikan putusan terhadap fakta perbuatan yang dianggap terbukti yang didukung oleh alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinannya. Ruang lingkup pemeriksaan dimuka persidangan telah dibatasi oleh surat dakwaan. Hakim harus memutus sesuai dengan surat dakwaan. Misalnya dalam suatu persidangan, dari pemeriksaan ternyata terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang (Pasal 353 ayat (3), jo 354 (2), jo 355 (2) KUHP), bukan pembunuhan biasa atau berencana (Pasal 338 atau 340 KUHP), sedangkan Pasal 353, 354 dan  355 KUHP sebagai dasar untuk mendakwa atas tidak pidana penganiayaan berakibat matinya seseorang tersebut tidak dirumuskan di dalam surat dakwaan, maka dalam hal ini hakim harus membebaskan terdakwa, meskipun terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang. Karena unsur tindak pidana antara pembunuhan dengan penganiayaan menyebabkan matinya seseorang, adalah berbeda. Disinlah letak pentingnya kecermatan dalam menyusun surat dakwaan (Zulkarnain, 2006: 88).
Masalah Kedudukan Terdakwa Muchdi Pr dalam Surat Dakwaan
6. Pada Dakwaan Pertama, terdakwa Muchdi Pr didakwa sebagai pelaku penganjur atau yang menghasut Pollycarpus dengan berbagai motif untuk Membunuh Munir (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP). Dan pada Dakwaan Kedua, terdakwa Muchdi Pr didakwa sebagai pelaku pelaksana, pelaku penyuruh dan pelaku peserta sekaligus (Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP).
 Dakwaan semacam itu lemah sekali, karena tidak mungkin ada pelaku tindak pidana yang berperan sebagai pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan sebagai penganjur sekaligus. Sehingga begitu yang satu saja tidak terbukti (dalam Dakwaan kedua), maka yang lain tidak perlu dibuktikan.    
7. Pada Dakwaan Kesatu (Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP), maka penganjuran bisa dilalukan dengan beberapa cara, yaitu:

a. memberi atau menjanjikan sesuatu;

b. menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;

c. dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan;

d. memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Dalam hal ini, sangat tidak mungkin seorang pelaku penganjur mempergunakan seluruh upaya/cara tersebut sekaligus. Mestinya, cukup salah satu saja dengan didukung bukti-bukti yang kuat.
8. Pada Dakwaan Kedua paragraf I yang menyatakan “..... telah melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu ...(dst).” Menunjukkan bahwa JPU tidak paham akan substansi rumusan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
9. Seharusnya, apabila JPU akan memaksakan mendakwa dengan empat macam petindak tersebut, maka Surat Dakwaan dibuat menjadi empat alternatif pula dengan memisahkan uraian unsur-unsur sebagai pelaku atau penyuruh atau pelaku yang turut serta (khususnya pada dakwaan kedua). Atau setidaknya JPU merumuskan redaksi kalimat dalam surat Dakwaan Kedua tersebut dengan statemen alternatif (misalkan: “..... telah melakukan, atau menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ....” ini lebih memungkinkan dalam hal pembuktiannya. Karena berdasar rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut dapat disimpulkan bahwa salah satu saja terbukti, maka sudah cukup untuk menyatakan terdakwa bersalah, dan penerapan ancaman pidananya sama saja antara ketiganya. Artinya untuk dapat dipersalahkan tidak harus bertindak sebagai ketiga-tiganya (pelaksana, penyuruh, dan turut serta)
Masalah Pararelitas Materi Surat Dakwaan dengan Hasil Penyidikan: Unsur “Motif” Sulit Dibuktikan

10. zz

11. aa

12. aa
Surat Dakwaan yang berfungsi sebagai isntrumen yang memuat uraian verbal tindak pidana yang dilakukan terdakwa, haruslah disusun berdasarkan bahan-bahan/fakta-fakta, kemudian ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan yang sudah tertuang secara resmi dalam BAP yang dilimpahkan Penyidik ke Kejaksaan.

Apabila Surat Dakwaan dalam perkara Muchdi Pr ini dihubungkan dengan hasil pemeriksaan ke 16 Saksi fakta a charge di persidangan, dan kenyataannya menunjukkan bahwa hanya keterangan 3 (tiga) orang saksi saja (yaitu, Suciwati, Indra Setiawan, dan Ucok) yang mempunyai pararelitas dengan surat dakwaan. Disinilah kemudian muncul pertanyaan “apakah Surat Dakwaan tersebut telah benar-benar disiapkan dan disusun berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan ?” Mungkin JPU akan menjawab “Ya”. Akan tetapi bagaimana mungkin mayoritas saksi yang memberatkan (a charge) justru memberikan keterangan yang tidak menunjukkan adanya pararelitas atau tidak mendukung pembuktian kebenaran surat dakwaan.

Padahal JPU memiliki hak normatif (asas opportunitas) untuk tidak melakukan proses penuntutan apabila hasil penyidikan dinilai tidak layak untuk dilanjutkan dalam proses penuntutan. Seharusnya pada proses Pra-Penuntutan, JPU lebih cermat dan teliti menelaah BAP dari penyidik. Sehingga apabila JPU menilai belum lengkap, maka bisa dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Tetapi faktanya, JPU telah menerbitkan keterangan P-21 (sebutan umum untuk pernyataan bahwa BAP sudah lengkap) kepada penyidik. Ini menunjukkan bahwa JPU sudah berani menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa (jika dilihat dari hasil pemeriksaan di penyidik), sudah cukup bukti untuk dipersalahkan dan karenanya harus disusun Surat Dakwaan.

Lebih parah lagi, bahwa dari 3 (tiga) saksi yang keterangannya patut dinilai ada keterpautan dengan materi dakwaan, sayang sekali tidak mengenai materieel daad dari terdakwa. Artinya keterangan ketiga saksi tersebut tidak terkait dengan perbuatan “memberikan kesempatan, memberikan sarana, menganjurkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan” bersama-sama pollycarpus dalam menghilangkan nyawa Munir.

Hal ini mengindikasikan bahwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaannya tersebut tidak dalam performa yang sempurna, yang dengannya berarti kurang bersungguh-sungguh menyiapkan bahan yang memadai bagi hakim dan persidangan agar sampai pada kesimpulan yang membuktikan kebenaran dakwaannya (Kustaryo, 2009:2). Akan tetapi jika menilik hasil pemeriksaan di BAP, seharusnya hal ini tidak terjadi. Karena beberapa keterangan saksi dan pertautan antara beberapa keterangan saksi (termasuk pula beberapa surat/dokumen yang bisa dijadikan petunjuk) mengindikasikan bahwa memang ada keterlibatan terdakwa atas kasus pembunuhan Munir.

Pada rumusan Surat Dakwaan yang lain, untuk mengkaitkan fakta terbunuhnya Munir dengan peran terdakwa Muchdi Pr, JPU merumuskan “motif” Muchdi Pr sebagai pihak yang berkepentingan atas kematian Munir. Padahal bukan merupakan hal yang umum menempatkan rumusan abstrak berupa motif subyektif terdakwa sebagai bagian pokok dalam surat dakwaan. Bahkan perumusan motif adanya dendam Muchdi Pr karena kariernya jatuh akibat perbuatan atau aktivitas Munir ini, justru ditangkap oleh hakim seolah-olah sebagai perbuatan materiil terdakwa (materieel daad) yang harus dibuktikan oleh JPU. Padahal tanpa mencantumkan unsur motif atas keterlibatan terdakwa Muchdi Pr pun tidak mengurangi kekuatan dalam mendakwa Muchdi Pr, selama bukti lain menunjukkan adanya unsur-unsur sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) di atas. 

Dan benar saja, hakim betul-betul menjadikan hal itu sebagai hal pokok dari materieel daad terdakwa yang harus dibuktikan. Apalagi hakim dan penasihat hukum mendapat justifikasi pembenaran dari rumusan Surat Dakwaat (Pertama dan Kedua) yang mencantumkan Pasal 55 ayat (1) sebagai Dasar Dakwaan dihubungkan (junto) Pasal 340 KUHP. Ini terbalik, seharusnya Pasal 340 KUHP sebagai dasar utama Surat Dakwaan dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1). Karena perkara pokoknya adalah “hilangnya nyawa seseorang (yaitu Munir) dengan direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindakan dalam Pasal 55 ayat (1) merupakan macam kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Padahal apabila JPU cermat dalam memahami materi undang-undang, dalam kasus ini tidak terlalu utama untuk memasukkan unsur motif. Karena perbuatan materiil sudah terjadi yaitu terbunuhnya Munir dalan pelaku pelaksananya sudah terbukti yaitu Pollycarpus (yang dalam beberapa keterangan saksi-saksi, ahli dan surat menunjukkan adanya keterlibatan terdakwa Muchdi). Bukankah kelalaian saja yang menyebabkan matinya seseorang juga dipidana? 

Keterjebakan penuntut umum yang meletakkan motif dendam terdakwa terhadap korban sebagai bagian pokok Surat Dakwaan, lagi-lagi ternyata tidak ditarik dan disimpulkan dari bahan yang meyakinkan dalam BAP. Hal ini ditunjukkan bahwa pengetahuan para saksi semuanya bersifat testimonium de audito, yaitu saksi Suciwati yang mendengar dari Munir, saksi Hendardi, Usman Hamid, dan Poengki Indarto yang mendengar dari Suciwati. Dengan demikian, Surat Dakwaan betul-betul disusun dengan mengambil bahan yang sangat prematur.

Masalah penyebutan Saksi dalam Surat Dakwaan

Kasus yang menghadapkan Muchdi Pr sebagai terdakwa ini terkait dengan kasus yang sama dengan terdakwa Pollycarpus BHP yang sudah divonis bersalah sebagai pelaku pembunuhan melalui Putusan hasil Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Terkait dengan pemeriksaan kasus Muchdi Pr ini, JPU pada uraian surat dakwaan secara tidak perlu selalu menuliskan dan menambahkan predikat “Saksi” di depan nama “Pollycarpus Budi Hari Priyatno”. Sehingga menunjukkan kelemahan elementer yang bisa saja mempengaruhi putusan hakim dan sikap hukum terdakwa/penasehat hukumnya (bila hakim dan penasehat hukumnya cerdas dan cermat).

Terlihat dalam uraian Surat Dakwaan bahwa beberapa kali JPU merumuskan redaksi kalimat yang (diantaranya) sebagai berikut:

· “Bahwa untuk itu terdakwa Muchdi Pr memberi kesempatan kepada saksi Pollycarpus ..... agar saksi Pollycarpus mempunyai akses yang luas untuk .....” (putusan hal. 7)

· “.... selanjutnya terdakwa Muchdi Pr memberikan kesempatan, sarana atau keterangan kepada saksi Pollycarpus untuk ....” (putusan hal. 8)

· “Bahwa sesuai tugas khusus yang dianjurkan oleh terdakwa Muchdi Pr kepada Saksi Pollycarpus untuk menghilangkan jiwa Munir ....” (putusan hal. 9)

Formulasi rumusan Surat Dakwaan yang menyebut, “terdakwa bersama-sama saksi” atau “terdakwa menganjurkan saksi” atau “terdakwa memberikan kesempatan, sarana kepada saksi”, menunjukkan formulasi yang kabur (obscuur libel). Sebab subyek yang bersama-sama dengan terdakwa, yang menerima anjuran terdakwa, dan yang menerima kesempatan dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana adalah juga pelaku (sesama terdakwa), sehingga tidak dibenarkan disebut saksi.

Dalam praktek peradilan pidana, hal ini bukanlah hal yang sederhana dan sepele. Karena ada Yurisprudensi MA-RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989 yang menyatakan bahwa “formulasi Surat Dakwaan yang menyebutkan “terdakwa bersama-sama saksi, terdakwa menganjurkan saksi ...dst.” adalah Obscuur libellum, tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan berakibat BATAL DEMI HUKUM.” 

Catatan Singkat atas Putusan

Putusan PN Jakarta Selatan atas Kasus Muchdi Pr. Nomor 1488/Pid.B/2008/PN.Jkt.Sel sebenarnya sudah bisa ditebak hasilnya, jika memperhatikan beberapa kelemahan dalam Surat Dakwaan JPU. Berikut dipaparkan beberapa catatan kecil atas muatan putusan PN Jakarta Selatan tersebut. 

Masalah pemuatan fakta persidangan

Pada pemeriksaan di persidangan, penuntut umum menghadirkan beberapa saksi (saksi fakta, saksi verbal lisan, dan ahli). Dari beberapa ahli yang diajukan, terdapat dua saksi fakta (Budi Santoso dan Drs. As’at) yang tidak bisa hadir, sehingga keterangan dibawah sumpah dari kedua Saksi tersebut dibacakan di muka persidangan (putusan hal 47  dan 66). Terhadap keterangan saksi tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan: 

“Menimbang, bahwa walaupun saksi Budi Santoso dan saksi Drs. M. As'ad tersebut telah disumpah pada saat pemeriksaan di Penyidikan dan keterangannya tersebut dibacakan di persidangan karena setelah saksi-saksi tersebut dipanggil tetap tidak hadir di persidangan, hal tersebut belum dapat menguatkan pembuktian menurut hukum bahwa Terdakwa adalah penganjur Pollycarpus untuk membunuh korban Munir karena walaupun keterangan saksi yang telah disumpah pada tingkat Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP nilai pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, maka menurut hukum perlu pula dipertimbangkan tentang bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya jika keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh Terdakwa.” 

Artinya hakim sudah menyadari bahwa Pasal 162 KUHAP merupakan ketentuan yang mengikat, bahwa keterangan yang sudah dibuat dibawah sumpah nilai kekuatannya sama dengan keterangan saksi yang diperiksan di persidangan. Akan tetapi cukup aneh, karena hakim sama sekali tidak memuat hal itu dalam putusannya. Padahal terdapat keterangan saksi lain (yaitu Indra Setiawan dan Zondhi Anwar, yang penting untuk dirunut keterkaitannya dengan keterangan Budi Santoso dan As’at di atas, sehingga ditemukan fakta-fakta persidangan yang bisa dijadikan bukti petunjuk. 

Dengan tidak termuatnya keterangan kedua saksi (Budi S dan As’at) tersebut, maka tidak dapat diketahui signifikasi keterangan antar saksi untuk memperkuat pembuktian. Sehingga dengan demikian telah memutus mata rantai fakta yang signifikan, dan tentu saja mengkaburkan fakta yang seharusnya. Hal ini tidak dapat dinilai sebagai keteledoran belaka, dan bukan tidak mungkin ini merupakan bentuk kesengajaan dari hakim.

Kontroversi penerapan hukum pembuktian 

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat pernyataan pertimbangan hakim bahwa “.... walaupun keterangan saksi yang telah disumpah pada tingkat Penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHAP nilai pembuktiannya adalah sama dengan keterangan saksi yang diperiksa di persidangan, maka menurut hukum perlu pula dipertimbangkan tentang bagaimana nilai kekuatan pembuktiannya jika keterangan yang dibacakan tersebut disangkal oleh Terdakwa.”

Pertimbangan tersebut tidaklah dapat diterima secara legal logic, karena sudah dengan tegas disebutkan dalam Pasal 162 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:

“Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan”

Artinya, bahwa hakim telah nyata-nyata keliru menerapkan hukum pembuktian. Karena nilai kekuatan hukum suatu alat bukti tersebut sama sekali tidak bergantung pada tanggapan dan sikap dari terdakwa terhadap alat bukti tersebut. Sudah menjadi hal yang diketahui umum bahwa terdakwa selalu menyangkal keterangan saksi yang memberatkan dirinya. Ini aneh dan sangat aneh, karena dengan demikian jelas menunjukkan keberpihakan hakim pada terdakwa.

Jika hakim serius untuk membuktikan kebenaran materiil perkara tersebut, seharusnya majelis hakim memandang perlu dan bisa memerintahkan agar saksi yang tidak hadir tersebut dihadirkan secara paksa demi kepentingan persidangan, dari pada harus mengenyampingkan keterangan yang sudah dibuat di atas sumpah tersebut.

Selain itu, hakim juga telah nyata-nyata lalai dalam menerapkan hukum acara pidana. Dimana, hakim telah mengenyampingkan adanya bukti petunjuk sebagai mana juga diatur dalam Pasal 184 KUHAP (bahwa Alat bukti sah ada 5 jenis yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, dan petunjuk). 

Jika hakim bisa mengeksplorasi berbagai bukti yang ada untuk menemukan petunjuk, maka unsur motif pun bisa dibuktikan. Pembuktiannya adalah dengan mentautkan atau merangkai beberapa keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa (ketting bewisj) untuk menemukan titik taut atau pertalian antar keterangan saksi (termasuk keterangan dibawah sumpah dari Budi Santoso dan As’at) yang nyata-nyata dapat memberi petunjuk adanya keterlibatan Muchdi Pr.

Namun, dipersidangan hakim hanya mengeksplorasi fakta persidangan dengan mengkaitkan pada empat alat bukti tersebut, dan tidak berupaya untuk mempertimbangkan apakah dari sekian fakta yang ada telah terbangun dan dapat diperoleh bukti petunjuk.
 Yang terjadi justru fakta bahwa hakim nampaknya mereduksi berbagai bukti untuk mengkaburkan fakta yang seharusnya. Hal itu terlihat pada tidak diakuinya keterangan saksi Budi Santoso dan As’at yang akibatnya menjadikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan menjadi tidak utuh. Dan tentu saja konklusi yuridis yang dibangun oleh hakim juga menjadi tidak utuh dan meyakinkan. Inilah yang patut dijadikan alasan untuk menduga bahwa hakim tidak dalam posisi netral untuk mengadili perkara ini secara benar dan tepat, tetapi telah berada pada keberpihakan sesat yang menjadikan proses persidangan tidak dapat menemukan kebenaran materiil.

Masalah penerapan hukum yang tidak sebagaimana mestinya

Jika mengkaji secara cukup cermat putusan yang dibuat oleh majelis hakim, akan diketemukan fakta ketidak kokohan jalan pikiran dan logika yuridis dari pertimbangan hukum majelis hakim. Dalam salah satu pertimbangan hakim tersebut menyatakan:

“Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas bila dalam CDR tercatat ada hubungan dari nomor yang diduga milik Terdakwa ke nomor yang diduga milik Pollycarpus atau sebaliknya, maka hal itu tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa yang melakukan hubungan telepon adalah Terdakwa dan Polly sebab disamping Hp Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi terkadang dipakai orang lain juga pada saat Terdakwa berada di Malaysia-pun yakni tgl 6 s/d 12 September masih terdapat catatan didalam   CDR tentang adanya hubungan on dari nomor  Hp Terdakwa ke nomor Pollycarpus dengan lokasi ah Republik Idonesia, sehingga dimungkinkan ada orang lain selain terdakwa yang menggunakan Hp Terdakwa atau menggunakan nomor card   terdakwa   untuk   melakukan   hubungan   dengan   nomor Pollycarpus.”

Pernyataan dalam kalimat “ ... tidak dapat dipastikan secara mutlak bahwa yang melakukan hubungan telepon adalah Terdakwa dan Polly sebab disamping Hp Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan saksi terkadang dipakai orang lain ...” dapat disimpulkan bahwa pola pikir dan kemampuan logika yuridis hakim sangat dangkal. Padahal apabila hakim mau menggunakan logika hukum yang benar, hakim bisa menggunakan argumentum a contrario, yang juga diperbolehkan sebagai salah satu bentuk upaya penafsiran dan penemuan hukum. Sehingga kesimpulan hakim yang menyatakan bahwa HP terdakwa Muchdi Pr. terkadang dipakai orang lain, juga automatically berarti bahwa HP terdakwa Muchdi Pr. juga terkadang banhkan sering dipakai sendiri. Namun hakim nampaknya lebih menggunakan argumentum e silentio yaitu kecenderungan untuk memposisikan diri dalam hal menarik kesimpulan dari ketiadaan bukti.

Ini sekali lagi benar-benar aneh dan menggelikan. Jelas bahwa hakim menunjukkan keberpihakan pada terdakwa, dan bukan pada posisi yang netral dan hanya berpihak pada kebenaran dan keadilan.

Penutup

Penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Bahkan dalam berbagai referensi yang sahih, dinyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian, maka harus dahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu tujuan yang bernama ‘keadilan’ ? Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai jika menggunakan sara itu. Alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut tidak digunakan asalkan tujuan tercapai?

Dalam kasus ini, seharusnya hakim tidak hanya menilai secara positivistik belaka atas fakta-fakta yang terungkap. Melainkan menggunakan naluri dan nuraninya dalam menafsirkan berbagai fakta-fakta tersebut untuk menemukan kebenaran materiil, yaitu adanya keterlibatan terdakwa Muchdi Pr dalam kasus pembunuhan Munir. Bahkan secara pragmatispun sebenarnya sudah dapat diketemukan dan didapat keyakinan yang mengarah pada adanya unsur kesalahan pada diri terdakwa.

Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat dalam pengungkapan kasus ini dan memberi manfaat bagi semua orang. Amin 

Malang, 15 April 2009

� Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi: Dipidana sebagai si pembuat/pelaku tindak pidana:


Ke-1	orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan itu;


Ke-2	orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan, ancaman atau tipu karena memberi kesempatan, ikhtiar atau keteangan, dengan sengaja menghasut supaya perbuatan itu dilakukan.


� Dalam Pasal 359 KUHP dinyatakan bahwa “Barangsiapa karena kekhilafan/kelalaiannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.


� KUHAP memberikan pengertian bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa. Baca Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.
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